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ABSTRAK 

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 K/PDT/2019 tentang 

Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Rumah. Putusan ini menegaskan pentingnya 

memenuhi kewajiban dalam perjanjian jual beli rumah. Analisis ini membahas 

dasar hukum, fakta perkara, dan implikasi putusan terhadap para pihak dan pihak 

ketiga. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan tersebut memenuhi dasar 

hukum yang relevan dan memiliki implikasi penting dalam konteks hukum dan 

masyarakat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 K/Pdt/2019 menjadi salah 

satu contoh penting dalam penerapan hukum perdata terkait wanprestasi dalam 

perjanjian jual beli rumah. Kasus ini bermula dari perjanjian antara Penggugat dan 

Tergugat, di mana Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan, tetapi Tergugat gagal menyerahkan objek 

perjanjian, yaitu rumah yang diperjualbelikan. Melalui analisis yuridis, penelitian 

ini mengkaji aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara ini, termasuk syarat sah perjanjian, unsur wanprestasi, serta 

akibat hukumnya berdasarkan KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

putusan ini sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda dan kepastian hukum 

dalam perjanjian, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak yang 

melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, 

termasuk pengembalian uang dan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, 

kajian ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyusun kontrak agar 

tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi perjanjian. Putusan ini 

memberikan preseden bagi penyelesaian sengketa wanprestasi serupa di masa 

mendatang. 

Kata Kunci : Hukum Perdata, Kewajiban Kontraktual, Perjanjian Jual Beli 

Rumah, Putusan Mahkamah Agung, Wanprestasi 
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Analysis of The Supreme Court Decision Number 2058 K/PDT/2019 regarding 

Breach of Contract for House Sale and Purchase. This decision emphasizes the 

importance of fulfilling obligations in house sale and purchase agreements. This 

analysis discusses the legal basis, case facts, and implications of the decision on 

the parties involved. The results of the analysis show that the decision meets the 

relevant legal basis and has significant implications in the context of law and 

society. The Supreme Court Decision Number 2058 K/Pdt/2019 serves as an 

important example of the application of civil law regarding breach of contract in 

a house sale and purchase agreement. This case originated from an agreement 

between the Plaintiff and the Defendant, in which the Plaintiff fulfilled their 

obligations by making payments as agreed, but the Defendant failed to deliver the 

object of the agreement, namely the house being sold. Through a juridical 

analysis, this study examines the legal aspects that formed the basis of the judges' 

considerations in deciding this case, including the validity requirements of the 

agreement, the elements of breach of contract, and its legal consequences under 

the Indonesian Civil Code. The findings indicate that this decision aligns with the 

principle of pacta sunt servanda and legal certainty in agreements, as the 

Supreme Court emphasized that the party committing the breach must be held 

responsible for the consequences, including the return of payments and 

compensation for the aggrieved party. Furthermore, this study highlights the 

importance of caution in drafting contracts to prevent ambiguity in their 

implementation. This ruling provides a precedent for resolving similar breach of 

contract disputes in the future. 

Keywords : Breach of Contract, Civil Law, Contractual Obligations, House Sale 

and Purchase Agreement, Supreme Court Decision 

 

A. PENDAHULUAN  

Putusan MA No.2058 K/Pdt/2019 merupakan perkara kasasi yang berawal 

dari sengketa wanprestasi perjanjian jual beli rumah antara Penggugat (pembeli) 

dan Tergugat (penjual). Dalam perkara ini, Penggugat melakukan pembayaran 

jual beli rumah, tapi Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan 

sertifikat dan menyerahkan rumah sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan fakta-

fakta persidangan, Penggugat menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi karena 

tidak melaksanakan isi perjanjian yang disepakati. Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelumnya telah memutuskan bahwa Tergugat 

telah melakukan wanprestasi. Dalam amar putusan kasasi, MA memperkuat 

putusan judex facti yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan 

wanprestasi karena tidak menyerahkan objek jual beli (rumah beserta sertifikat) 

meskipun pembayaran telah dilakukan oleh Penggugat. Hakim menimbang 

bahwasanya perjanjian jual beli itu bersifat sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, 

dan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dinyatakan 
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wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.1 Lebih lanjut, 

Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat merugikan pihak Penggugat 

karena telah melakukan pembayaran tanpa memperoleh hak atas rumah tersebut.2  

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menegaskan bahwa upaya 

damai telah ditempuh oleh Penggugat, namun tidak direspon oleh Tergugat, 

sehingga gugatan ke pengadilan menjadi upaya terakhir untuk mendapatkan 

kepastian hukum.3 Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi dari 

Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material dan 

immaterial sesuai dengan putusan sebelumnya.4 Putusan ini mempertegas bahwa 

dalam perjanjian jual beli, kedua belah pihak wajib memenuhi prestasi yang telah 

disepakati. 5  Kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat menimbulkan 

konsekuensi hukum berupa sanksi ganti rugi atau pembatalan perjanjian.6 Putusan 

ini juga menegaskan bahwa asas itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan 

perjanjian menjadi penilaian pengadilan saat memutus perkara wanprestasi.7  

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang mengikat antara para 

pihak yang telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak 

sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama dalam aktivitas ekonomi seperti 

jual beli. Salah satu bentuk perjanjian yang paling umum terjadi adalah perjanjian 

jual beli, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian jual beli 

rumah menjadi hal yang penting karena melibatkan nilai ekonomi yang tinggi dan 

menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan suatu aset.8 

Perjanjian jual beli rumah pada dasarnya harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Keempat syarat itu yaitu kesepakatan 

                                                           
1 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. 
2 R. Manurung, Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli, Jurnal 

Ilmiah Hukum dan Masyarakat, Vol.12, No.2 (Agustus 2020). 
3 Yudha Saputra, Kasus Wanprestasi Properti Meningkat, Kompas, Selasa, 12 November 

2021. 
4  Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 

K/Pdt/2019, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses pada 3 April 2025. 
5 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
6  Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kendala dalam 

Penyelesaian Kasus Wanprestasi Perjanjian Properti, Jakarta, 5 Maret 2024. 
7 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Genta Publishing, Jakarta, 2016. 
8 Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi 

Properti, diakses dari https://www.kemenkumham.go.id, diakses pada 12 Februari 2024. 
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para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab 

yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selain syarat formil, pelaksanaan 

perjanjian jual beli rumah juga harus mengedepankan prinsip itikad baik, agar 

tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Wanprestasi atau ingkar janji 

terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur 

dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, 

melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan tetapi terlambat, 

atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  

Dalam perjanjian jual beli rumah, wanprestasi seringkali terjadi ketika pihak 

penjual tidak menyerahkan rumah atau dokumen kepemilikan sebagaimana 

dijanjikan, meskipun pihak pembeli telah melunasi pembayaran. Konsekuensi 

hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata, yang 

menyebutkan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat dihukum untuk 

membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian. 

Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak yang beritikad baik, sehingga 

diperlukan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, 

penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui perundingan, mediasi, maupun 

gugatan ke pengadilan. 

Permasalahan wanprestasi dalam jual beli rumah menjadi semakin 

kompleks ketika pihak penjual tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan 

kewajiban. Banyak terjadi kasus di mana penjual menarik keuntungan tanpa 

menyelesaikan kewajiban menyerahkan sertifikat atau menyerahkan rumah yang 

dijanjikan. Dalam konteks ini, hukum berperan untuk memberikan kepastian, 

keadilan, dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2058 K/Pdt/2019 menjadi contoh kasus wanprestasi dalam jual beli rumah 

yang menarik untuk dianalisis. Kasus ini bermula dari perjanjian jual beli rumah 

antara penggugat selaku pembeli dan tergugat selaku penjual. Dalam perjalanan 

pelaksanaan perjanjian, tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan 

objek jual beli & sertifikat rumah, meski pembayaran telah dilakukan penggugat. 

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri oleh penggugat dengan dasar wanprestasi. 

Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat, yang kemudian diperkuat 
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oleh putusan Pengadilan Tinggi. Tidak puas dengan putusan tersebut, tergugat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.  

Mahkamah Agung dalam Putusan kasasi Nomor 2058 K/Pdt/2019 menolak 

permohonan kasasi tergugat dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama 

dan banding. Mahkamah Agung dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa 

tergugat telah terbukti wanprestasi karena tidak menyerahkan rumah dan 

dokumen kepemilikan sesuai dengan perjanjian. Putusan ini menjadi landasan 

penting dalam menegakkan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat 

wanprestasi. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian 

tidak hanya berpegang pada bentuk tertulis, tetapi juga harus dilandasi dengan 

itikad baik dan tanggung jawab. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun telah 

ada perjanjian tertulis, tidak jarang pihak yang beritikad buruk mengingkari janji 

demi keuntungan sepihak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk 

memahami hak dan kewajiban dalam setiap perjanjian jual beli, termasuk risiko 

yang mungkin timbul. Pengetahuan ini dapat menjadi upaya preventif agar tidak 

menjadi korban wanprestasi.9 

Dalam kajian hukum perdata, kasus wanprestasi menjadi bagian yang selalu 

aktual untuk dikaji, mengingat tingginya angka pelanggaran perjanjian di 

masyarakat. Penelitian terhadap putusan pengadilan, khususnya putusan 

Mahkamah Agung, memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menafsirkan 

dan menegakkan hukum dalam kasus wanprestasi. Hal ini juga menjadi bahan 

evaluasi untuk memperbaiki praktik hukum perjanjian di Indonesia. Selain itu, 

adanya putusan Mahkamah Agung ini juga memperlihatkan upaya pengadilan 

dalam melindungi hak-hak pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Dalam 

perspektif hukum, penegakan prinsip pacta sunt servanda menjadi dasar utama 

bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. 

Pelanggaran terhadap prinsip ini akan menimbulkan sanksi hukum.10 

Permasalahan wanprestasi dalam jual beli rumah juga tidak lepas dari 

lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian. Kurangnya pemahaman 

                                                           
9  Bank Indonesia, Regulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia, diakses dari 

https://www.bi.go.id, diakses pada 20 Maret 2024. 

 10Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Properti, diakses dari 

https://www.ojk.go.id, diakses pada 8 April 2024. 
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hukum di kalangan masyarakat sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, edukasi hukum 

kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya 

wanprestasi. Dalam proses peradilan, hakim dituntut untuk cermat dalam menilai 

setiap bukti dan keterangan saksi. Pertimbangan hukum yang diambil harus 

didasarkan pada fakta hukum yang jelas dan prinsip keadilan. Dalam Putusan 

Nomor 2058 K/Pdt/2019, Mahkamah Agung telah menunjukkan independensi dan 

objektivitas dalam menilai perkara. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan pemahaman mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

memutus perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli rumah. Penelitian ini juga 

penting untuk menilai sejauh mana putusan tersebut dapat memberikan efek jera 

bagi pihak yang melakukan wanprestasi.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu 

dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, teori hukum, dan 

putusan pengadilan. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) digunakan 

untuk mengkaji secara mendalam isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan 

Nomor 2058 K/Pdt/2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara wanprestasi 

pada perjanjian jual beli rumah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan hukum 

bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum 

perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami aspek hukum 

wanprestasi.11 

 

Manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah menambah khazanah literatur 

mengenai analisis putusan pengadilan terkait wanprestasi dalam perjanjian jual 

beli rumah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penyelesaian kasus-

                                                           
11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

 



Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) 

Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) 

https://jhlg.rewangrencang.com/  

7 

kasus serupa di masa depan. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah tidak 

dipenuhinya kewajiban oleh pihak penjual, yang berakibat pada kerugian pihak 

pembeli. Dalam perspektif hukum, hal ini jelas merupakan bentuk wanprestasi 

yang harus diberikan sanksi hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku 

wanprestasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan. Selain aspek 

hukum perdata, kasus ini juga menyangkut aspek etika dan tanggung jawab sosial. 

Dalam hubungan perjanjian, kepercayaan antara para pihak menjadi pondasi 

utama. Pengingkaran terhadap janji tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, 

tetapi juga merusak hubungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan 

dasar untuk melakukan kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum 

yang berlaku.  

Penelitian ini berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, sistematika 

hukum, sinkronisasi hukum, dan penerapan hukum dalam praktik yang 

berhubungan dengan wanprestasi perjanjian jual beli rumah sebagaimana termuat 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 K/Pdt/2019. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian, wanprestasi, dan 

perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus dilakukan 

dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan, dalam hal ini 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 K/Pdt/2019, untuk mengetahui 

penerapan hukum oleh hakim terhadap kasus yang sedang diteliti. Pendekatan 

konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai 

wanprestasi, perjanjian jual beli, serta perlindungan hukum bagi pihak yang 

dirugikan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan wanprestasi, perjanjian jual beli, dan hukum 

perdata pada umumnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-
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buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli, dan 

penjelasan yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa 

kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks hukum yang digunakan untuk 

membantu menjelaskan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), 

yaitu mengumpulkan data melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, 

doktrin, literatur, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan. Sumber data 

dikumpulkan melalui penelusuran dari perpustakaan, database hukum nasional, 

serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 

K/Pdt/2019 tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Rumah. Penelitian ini 

difokuskan pada isi putusan, pertimbangan hukum hakim, serta implikasi hukum 

dari putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan cara 

mengklasifikasikan data berdasarkan permasalahan penelitian.12 

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Putusan yang adil dan 

berdasarkan hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi peradilan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana keberadaan perjanjian 

tertulis tidak selalu menjamin kepastian hukum apabila tidak disertai dengan 

itikad baik dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, selain aturan tertulis, integritas 

moral dari para pihak dalam menjalankan perjanjian menjadi kunci utama. Selain 

itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai akibat hukum dari wanprestasi 

dalam perjanjian jual beli rumah, baik dalam bentuk ganti rugi maupun 

pembatalan perjanjian. Ganti rugi sebagai bentuk pemulihan harus dapat 

mengembalikan posisi pihak yang dirugikan sebagaimana sebelum terjadinya 

wanprestasi.  

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 K/Pdt/2019 menunjukkan bahwa 

hakim mempertimbangkan kepentingan hukum yang lebih luas, tidak hanya 

sebatas hubungan antara para pihak, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban 

                                                           
12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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dan kepercayaan masyarakat dalam praktik perjanjian. Selain itu, penelitian ini 

juga menilai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam memberikan 

keadilan bagi pihak yang dirugikan. Putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan 

akan kehilangan makna dan tidak memberikan dampak hukum yang diharapkan. 

Penelitian ini akan membahas secara komprehensif mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, metode penelitian, hasil analisis, dan kesimpulan. Setiap bagian 

akan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh tentang 

kasus yang dikaji. Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk 

lebih cermat dalam melakukan perjanjian jual beli rumah, termasuk memeriksa 

legalitas dokumen dan kredibilitas pihak penjual. Perlindungan hukum tidak 

hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga harus diantisipasi melalui 

pencegahan.  

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun wanprestasi 

telah terbukti, proses penyelesaian melalui jalur hukum memerlukan waktu dan 

biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, upaya preventif dan penyelesaian secara 

musyawarah tetap menjadi alternatif yang lebih baik apabila dimungkinkan. 

Kasus ini juga menunjukkan bahwa adanya celah dalam praktik perjanjian dapat 

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, 

penguatan hukum perjanjian menjadi penting, termasuk pembaruan regulasi yang 

lebih tegas terhadap pelaku wanprestasi. Putusan ini juga diharapkan menjadi 

rujukan bagi hakim dalam menangani perkara sejenis agar dapat memberikan 

keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, 

diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat tidak baik 

dalam melakukan perjanjian. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah: 

1. Bagaimana Relevansi Pasal 1320 BW dalam Transaksi Jual Beli Rumah? 

2. Bagaimana Hukum positif Indonesia mengatur perjanjian jual beli? 

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 2058 K/PDT/2019 

tentang wanprestasi perjanjian jual beli rumah? 

 

B. PEMBAHASAN  

1. Relevansi Pasal 1320 BW dalam Transaksi Jual Beli Rumah 
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Dalam Putusan No. 2058 K/Pdt/2019, Mahkamah Agung memutuskan 

sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah yang terjadi akibat penjual 

tidak menyerahkan objek perjanjian meskipun pembayaran telah dilakukan. 

Permasalahan semacam ini telah menjadi kasus yang berulang dan sering kali 

berujung pada sengketa hukum, menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum 

dalam transaksi properti masih memiliki banyak celah. 13  Dalam kajian ini, 

relevansi Pasal 1320 BW dalam transaksi jual beli rumah perlu dipertanyakan, 

mengingat transaksi properti modern tidak lagi hanya melibatkan unsur 

kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, tetapi juga aspek 

teknis bertransaksi seperti metode pembayaran, mekanisme perlindungan hak 

pembeli, serta efektivitas eksekusi pasca putusan. Keempat unsur dalam Pasal 

1320 BW sering kali dianggap cukup dalam menentukan sahnya suatu perjanjian, 

tetapi dalam praktiknya tidak jarang kesepakatan yang telah dibuat tetap 

bermasalah karena penjual tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya, 

sehingga meski unsur kesepakatan terpenuhi, hak pembeli tetap tak terlindungi.  

Selain itu, dalam unsur kecakapan, meskipun para pihak dalam transaksi 

dianggap cakap menurut hukum, sering kali terdapat ketidakseimbangan 

informasi dan pemahaman antara penjual dan pembeli, di mana pembeli tidak 

memiliki cukup pengetahuan mengenai aspek legalitas objek jual beli seperti 

sertifikat tanah, status kepemilikan, atau implikasi hukum dari metode 

pembayaran yang dipilih. Unsur objek tertentu juga tidak selalu menjamin 

kepastian transaksi, karena banyak kasus di mana objek yang telah dibeli masih 

dalam status sengketa atau memiliki sertifikat ganda, sementara unsur sebab yang 

halal tidak serta merta memastikan bahwa transaksi akan berjalan dengan baik 

tanpa hambatan. Berdasarkan realitas ini, maka perdebatan mengenai relevansi 

Pasal 1320 BW semakin terbuka, khususnya dalam konteks jual beli properti yang 

melibatkan aspek yang lebih kompleks dibandingkan transaksi perdata lainnya. 

Sehingga muncul gagasan bahwa mungkin diperlukan unsur tambahan dalam 

perjanjian, seperti kejelasan mengenai metode pembayaran apakah tunai, kredit, 

                                                           
13 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 
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overkredit, atau dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta bagaimana 

sistem penjaminan transaksi dapat lebih diperkuat agar tidak terjadi wanprestasi di 

kemudian hari.14 

Selain itu, permasalahan utama dalam sengketa wanprestasi bukan hanya 

mengenai sah atau tidaknya perjanjian berdasarkan unsur-unsur tersebut, tetapi 

juga terkait dengan bagaimana eksekusi putusan dapat dijalankan secara efektif. 

Dalam banyak kasus, meskipun pengadilan telah mengabulkan gugatan pembeli 

dan mewajibkan penjual untuk menyerahkan objek yang diperjualbelikan, 

eksekusi sering kali menemui hambatan yang menyebabkan putusan sulit 

dilaksanakan. Salah satu kendala terbesar adalah ketika penjual tidak beritikad 

baik dan tetap menunda atau bahkan menghindari kewajibannya, seperti dengan 

tidak menyerahkan dokumen balik nama, mengajukan keberatan eksekusi, atau 

melakukan berbagai upaya untuk mengulur waktu. Selain itu, terdapat kendala 

administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sering kali 

memperlambat proses balik nama sertifikat, terutama jika ditemukan adanya 

ketidaksesuaian dokumen atau adanya pihak ketiga yang merasa memiliki hak 

atas objek sengketa. Tidak jarang pula pembeli yang telah memenangkan perkara 

justru mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi karena kurang memahami 

prosedur yang harus ditempuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga 

meskipun secara hukum telah memiliki hak atas objek perjanjian, tetap saja hak 

tersebut tidak dapat segera dinikmati akibat kendala eksekusi. Dalam konteks ini, 

penting untuk memperkuat mekanisme eksekusi dalam hukum perdata agar 

putusan tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga dapat direalisasikan secara 

efektif, misalnya dengan memastikan bahwa prosedur balik nama sertifikat dapat 

langsung diproses begitu putusan berkekuatan hukum tetap tanpa harus melalui 

prosedur tambahan yang berbelit-belit.15 

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan adanya wacana revisi Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan, 

sudah sepatutnya sistem perjanjian dalam transaksi properti diperbarui agar lebih 

sesuai dengan kebutuhan zaman dan memberikan perlindungan hukum yang lebih 

                                                           
14 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2017. 
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kuat bagi para pihak. Salah satu rekomendasi yang dapat diajukan adalah 

menambahkan unsur kelima dalam Pasal 1320 BW yang secara khusus mengatur 

mengenai mekanisme transaksi, sehingga perjanjian jual beli properti tidak hanya 

bergantung pada unsur kesepakatan tetapi juga memastikan bahwa metode 

pembayaran dan perlindungan hak pembeli telah diatur dengan jelas. Selain itu, 

diperlukan penguatan aturan eksekusi dalam sengketa jual beli properti, seperti 

dengan mempercepat prosedur administrasi balik nama setelah putusan 

berkekuatan hukum tetap agar pembeli tidak dirugikan oleh proses yang berlarut-

larut. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan escrow account 

dalam transaksi properti, yaitu rekening khusus yang menampung dana pembelian 

rumah dan hanya akan dicairkan setelah semua kewajiban, termasuk balik nama 

sertifikat, telah dipenuhi oleh penjual, sehingga dapat mencegah praktik 

wanprestasi yang sering kali merugikan pembeli. 16 Di sisi lain, peran notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga perlu diperkuat agar mereka tidak 

hanya bertindak sebagai pencatat transaksi tetapi juga memiliki kewajiban 

memastikan bahwa semua perjanjian yang dibuat benar-benar mengikat secara 

hukum dan dapat dieksekusi dengan efektif. Jika langkah-langkah ini dapat 

diterapkan, maka sengketa wanprestasi dalam jual beli rumah dapat diminimalisir 

dan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi properti dapat terjamin.17 

2. Hukum positif Indonesia mengatur perjanjian jual beli 

Hukum positif Indonesia mengatur tentang perjanjian jual beli sebagai 

bagian dari hukum perdata, yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 

1457, dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian ini, dapat dipahami 

bahwa jual beli merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak 

atau lebih, yang saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk mengalihkan hak 

atas suatu benda dengan imbalan berupa harga tertentu.  

Perjanjian jual beli menjadi dasar bagi terjadinya pemindahan hak milik dari 

penjual kepada pembeli, dengan adanya kesepakatan yang dibuat secara sah. 

                                                           
16 A. Nasution, Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2015. 
17 H.S. Salim, Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. 
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Lebih lanjut, hukum positif Indonesia menetapkan bahwa perjanjian jual beli tidak 

hanya sekadar kesepakatan lisan, tetapi lebih ideal jika dituangkan dalam bentuk 

tertulis, terutama untuk objek jual beli yang bernilai tinggi seperti rumah, tanah, 

atau kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari sengketa di kemudian hari 

dan memperkuat bukti hukum apabila terjadi perselisihan antara para pihak. 

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh 

empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat 

syarat ini harus dipenuhi agar perjanjian dapat dinyatakan sah dan mempunyai 

kekuatan hukum mengikat.18 

Perjanjian jual beli rumah sebagai salah satu bentuk perjanjian khusus 

dalam hukum perdata, selain tunduk pada ketentuan umum dalam KUH Perdata, 

juga harus mematuhi ketentuan khusus lainnya, seperti peraturan tentang 

pendaftaran tanah dan hukum pertanahan. Dalam hal ini, peraturan yang berlaku 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

dan ketentuan lain terkait yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah harus 

dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Proses jual beli rumah harus memenuhi ketentuan administratif agar memiliki 

kekuatan hukum yang sempurna. Hukum positif Indonesia juga menekankan 

bahwa perjanjian jual beli harus dilandasi dengan itikad baik. Itikad baik ini 

menjadi dasar penting dalam setiap hubungan hukum. Pihak penjual harus 

memberikan informasi yang benar mengenai objek yang dijual, tidak 

menyembunyikan cacat tersembunyi, serta memastikan bahwa barang yang dijual 

benar-benar merupakan milik sah penjual dan tidak sedang dalam sengketa. 

Sebaliknya, pihak pembeli juga berkewajiban untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran sesuai kesepakatan dan melakukan pengecekan terhadap keabsahan 

objek yang akan dibeli.19 

Dalam praktiknya, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan 

hukum kepada para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli secara sah. Jika 

terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak, maka pihak yang 

                                                           
18 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008. 
19  Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

2019. 
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dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian 

melalui jalur hukum. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban 

sesuai perjanjian, keterlambatan pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan kewajiban 

yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau melakukan sesuatu yang menurut 

perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hal perjanjian jual beli rumah, 

keberadaan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT menjadi bukti otentik yang tidak 

dapat dibantah kecuali ada pembuktian sebaliknya. Akta jual beli merupakan alat 

bukti yang kuat di hadapan hukum, yang menunjukkan telah terjadinya peralihan 

hak antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, akta jual beli menjadi dokumen 

penting yang harus disimpan oleh pembeli sebagai jaminan hukum atas hak 

miliknya. Hukum positif Indonesia juga mengatur tentang akibat hukum jika 

terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Menurut ketentuan Pasal 1243 

KUH Perdata, pihak yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban 

untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut meliputi biaya, kerugian, dan 

bunga yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pihak yang 

wanprestasi. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat meminta pembatalan 

perjanjian jika wanprestasi yang terjadi bersifat fundamental. Selain KUH 

Perdata, hukum positif Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan 

kepada konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak jujur atau merugikan. 

Dalam konteks jual beli rumah, pembeli sebagai konsumen memiliki hak untuk 

mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai rumah yang dibeli, 

serta mendapatkan jaminan bahwa rumah tersebut bebas dari sengketa dan 

memiliki sertifikat yang sah.20 

Perjanjian jual beli rumah juga harus memenuhi asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Artinya, para pihak bebas 

untuk membuat perjanjian dengan isi, bentuk, dan ketentuan yang disepakati, 

selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk 

menentukan sendiri hak dan kewajiban mereka, namun tetap dalam koridor 

                                                           
20 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian 

Sengketa Perdata. 
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hukum yang berlaku. Lebih jauh, hukum positif Indonesia mengatur bahwa 

perjanjian jual beli rumah harus dilakukan dengan jelas dan tidak menimbulkan 

multitafsir. Oleh karena itu, semua ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran, 

waktu penyerahan objek, kondisi objek, dan sanksi atas pelanggaran perjanjian 

harus dicantumkan dengan rinci dalam perjanjian. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran 

antara para pihak. Dalam kasus sengketa yang berkaitan dengan perjanjian jual 

beli rumah, pengadilan akan memeriksa apakah para pihak telah memenuhi 

kewajiban sesuai perjanjian. Hakim akan menilai berdasarkan alat bukti, termasuk 

akta jual beli, bukti pembayaran, korespondensi antara para pihak, dan keterangan 

saksi. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah telah terjadi pelanggaran 

terhadap asas itikad baik dan apakah terdapat cacat tersembunyi dalam objek yang 

diperjualbelikan. Pentingnya kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia dalam 

perjanjian jual beli rumah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak, tetapi juga mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan adil. 

Masyarakat sebagai pelaku jual beli harus memahami hak dan kewajibannya, serta 

memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.21 

Hukum positif Indonesia juga memberikan ruang bagi penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti 

mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Penyelesaian alternatif ini dapat menghemat 

waktu, biaya, dan tenaga, serta menjaga hubungan baik antara para pihak. Namun, 

jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian melalui 

jalur litigasi menjadi pilihan terakhir. Dengan demikian, perjanjian jual beli rumah 

dalam hukum positif Indonesia tidak hanya diatur dalam KUH Perdata, tetapi juga 

diperkuat oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 

pendaftaran tanah, perlindungan konsumen, dan peraturan khusus lainnya. Setiap 

perjanjian yang dibuat tersebut harus didasarkan pada kesepakatan yang sah, 

dilakukan dengan itikad baik, memenuhi syarat-syarat hukum, serta dituangkan 

dalam bentuk tertulis yang jelas dan lengkap. Kepatuhan terhadap ketentuan 

hukum ini akan melindungi hak-hak para pihak dan mencegah terjadinya sengketa 

                                                           
21 Adrian Sutedi, Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2018. 
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di kemudian hari. Secara keseluruhan, hukum positif Indonesia telah memberikan 

kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur perjanjian jual beli rumah. 

Melalui ketentuan yang tertuang dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-

undangan lainnya, setiap transaksi jual beli rumah dapat dilakukan dengan aman, 

tertib, dan terlindungi secara hukum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan 

dapat memahami dan mematuhi ketentuan hukum tersebut dalam setiap kegiatan 

jual beli rumah, sehingga dapat menciptakan ketertiban hukum dan memberikan 

rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.22  

3. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 2058/K/Pdt/2019 tentang 

Wanprestasi perjanjian jual beli rumah 

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2058/K/Pdt/2019 mengenai 

wanprestasi perjanjian jual beli rumah didasarkan pada analisis menyeluruh 

terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan 

oleh para pihak, serta penerapan hukum positif Indonesia. Hakim memulai 

pertimbangannya dengan menelusuri keabsahan perjanjian jual beli rumah yang 

dibuat antara penggugat dan tergugat. Hakim memastikan bahwa perjanjian 

tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata, yang meliputi sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Selanjutnya, 

hakim memeriksa apakah dalam pelaksanaan perjanjian telah terjadi wanprestasi 

yang dapat dipertanggungjawabkan oleh salah satu pihak. Berdasarkan fakta yang 

terungkap, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan rumah 

sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hakim menilai bahwa keterlambatan dan 

ketidakmampuan tergugat dalam menyerahkan objek jual beli rumah kepada 

penggugat merupakan bentuk nyata dari wanprestasi. Selain itu, hakim 

mempertimbangkan adanya peringatan (somasi) yang telah diberikan penggugat 

kepada tergugat sebelum mengajukan gugatan, sebagai bukti bahwa penggugat 

telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban. 

Dalam pertimbangan lebih lanjut, hakim menelaah adanya itikad baik dari 

para pihak. Hakim menemukan bahwa penggugat telah menunjukkan itikad baik 

dengan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, sementara tergugat lalai 

                                                           
22 Teguh Prasetyo, Prinsip Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Properti, Jurnal 

Hukum Bisnis, Vol.8, No.1 (2018). 
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dalam menunaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah. Hal ini memperkuat 

keyakinan hakim bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Hakim juga 

mempertimbangkan perlunya kejelasan mengenai objek perjanjian, di mana 

rumah yang dijanjikan belum dapat diserahkan karena adanya hambatan 

administratif yang seharusnya sudah diselesaikan tergugat. Pertimbangan hakim 

berikutnya mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata tentang Konsekuensi 

Wanprestasi yang menegaskan bahwa pihak yang wanprestasi wajib memberikan 

ganti rugi. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan permintaan penggugat terkait 

ganti rugi materiil dan immateriil yang timbul akibat ketidakpatuhan tergugat. 

Hakim memeriksa jumlah kerugian yang dapat dibuktikan secara konkret dan 

menilai kewajaran tuntutan tersebut. Selain mempertimbangkan aspek hukum 

materiil, hakim juga menilai aspek prosedural, yaitu apakah gugatan telah 

diajukan sesuai ketentuan hukum acara perdata. Penggugat dinyatakan telah 

memenuhi prosedur dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang 

dan mengikuti persidangan dengan tertib. Hakim menilai bahwa seluruh proses 

berjalan sesuai tata cara yang ditentukan.23 

Pertimbangan hakim juga mengacu pada prinsip perlindungan terhadap 

pihak yang beritikad baik. Hakim menegaskan bahwa penggugat sebagai pihak 

yang telah melaksanakan kewajiban tidak boleh dirugikan oleh kelalaian pihak 

tergugat. Oleh karena itu, hakim memberikan pertimbangan yang kuat untuk 

memutus tergugat bersalah melakukan wanprestasi. Hakim turut 

mempertimbangkan kelengkapan bukti berupa akta jual beli, kuitansi pembayaran, 

dan surat korespondensi antara para pihak. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa 

hubungan hukum antara penggugat dan tergugat telah berlangsung dalam bentuk 

perjanjian yang sah dan jelas. Hakim memperhatikan bahwa tergugat tidak 

mampu memberikan pembelaan yang memadai terhadap bukti-bukti yang 

diajukan penggugat. Pertimbangan lain yang diambil hakim adalah mengenai 

dampak sosial dari putusan. Hakim menyadari bahwa putusan yang diambil itu 

tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat 

terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, putusan harus memberikan keadilan 

yang seimbang bagi penggugat sebagai pihak yang dirugikan. Selain 

                                                           
23 R. Supriyadi, Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Rumah melalui Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR), Jurnal Kajian Hukum, Vol. 15, No. 4 (2019). 
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pertimbangan hukum normatif, hakim juga melihat dampak ekonomi yang 

diderita penggugat akibat wanprestasi tergugat. Penggugat tidak hanya mengalami 

kerugian materiil berupa dana yang sudah dikeluarkan, tetapi juga kerugian 

immateriil akibat ketidakpastian kepemilikan rumah dan waktu yang terbuang.24 

Hakim memeriksa secara cermat pembelaan tergugat yang menyebutkan 

adanya force majeure atau keadaan memaksa. Namun, hakim menemukan bahwa 

alasan yang dikemukakan tidak memenuhi kriteria force majeure sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Tergugat tidak dapat membuktikan adanya 

keadaan luar biasa yang menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban. 

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan sanksi yang akan dijatuhkan. Hakim 

menilai bahwa selain ganti rugi, perlu adanya sanksi berupa pembatalan perjanjian 

untuk memberikan kepastian hukum kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa tergugat tidak menunjukkan upaya itikad baik untuk 

memperbaiki wanprestasi. Hakim mempertimbangkan pula asas proporsionalitas 

dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak hanya memperhatikan kerugian 

penggugat, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang diambil tidak 

memberatkan pihak tergugat secara berlebihan, melainkan memberikan efek jera. 

Pertimbangan hakim juga memperhatikan putusan-putusan sebelumnya 

(yurisprudensi) yang memiliki kesamaan perkara. Hakim menggunakan 

yurisprudensi sebagai salah satu dasar dalam memutuskan perkara ini agar 

konsisten dengan prinsip keadilan. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan aspek 

hukum adat dan kebiasaan yang berlaku setempat. Dalam kasus ini, tidak 

ditemukan adanya kebiasaan khusus yang dapat mengesampingkan ketentuan 

perjanjian yang telah dibuat. Hakim juga mempertimbangkan keberadaan saksi 

yang diajukan oleh penggugat. Keterangan saksi memberikan penguatan terhadap 

bukti-bukti tertulis yang telah disampaikan. 

Dalam menyusun amar putusan, hakim mempertimbangkan untuk 

memberikan perintah eksekusi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan 

secara sukarela. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hak penggugat. Pertimbangan hakim lainnya adalah mengenai hak tergugat untuk 

                                                           
24 H. Ramadhan, Sengketa Perdata dalam Transaksi Properti di Indonesia, Harian Bisnis, 

Kamis, 5 Januari 2023. 



Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) 

Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) 

https://jhlg.rewangrencang.com/  

19 

mengajukan upaya hukum lanjutan. Hakim memastikan bahwa putusan disusun 

dengan mempertimbangkan hak-hak konstitusional tergugat, termasuk hak untuk 

mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pada akhirnya, hakim menegaskan 

bahwa tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk menegakkan kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Pertimbangan yang panjang, 

mendalam, dan komprehensif menjadi dasar pengambilan putusan untuk 

memastikan bahwa keadilan substantif dapat terwujud. 

 
C. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan Putusan MA 

Nomor 2058 K/Pdt/2019 ialah salah satu contoh penerapan hukum terhadap kasus 

wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah yang memberi kepastian hukum bagi 

para pihak. Pada perkara ini, penggugat selaku pembeli melakukan kewajibannya 

dengan membayar harga rumah sesuai perjanjian, namun tergugat sebagai penjual 

tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan rumah sebagaimana 

dijanjikan. Tindakan tergugat tersebut telah memenuhi unsur wanprestasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 jo. Pasal 1243 BW. Wanprestasi dalam 

perkara ini terjadi karena adanya kelalaian tergugat untuk memenuhi prestasi, 

tanpa alasan yang sah, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi penggugat. 

Hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi telah mempertimbangkan fakta-

fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dengan cermat dan menilai bahwa 

tergugat benar telah melakukan wanprestasi. Mahkamah Agung dalam putusan 

tersebut menegaskan bahwa wanprestasi telah terjadi ketika salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, tanpa alasan yang sah, 

meskipun sudah diberikan somasi atau peringatan. Dengan demikian, penggugat 

memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. 

Pertimbangan hukum hakim yang dituangkan dalam putusan ini menunjukkan 

bahwa lembaga peradilan memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada 

pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. 

 

 

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 K/Pdt/2019 

menunjukkan pentingnya keberadaan perjanjian tertulis sebagai alat bukti utama 
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dalam penyelesaian sengketa perdata. Perjanjian tertulis menjadi dasar bagi hakim 

untuk menilai apakah para pihak telah melaksanakan kewajiban mereka. Dalam 

perkara ini, perjanjian jual beli rumah yang telah ditandatangani oleh kedua belah 

pihak menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam memutus bahwa tergugat 

telah wanprestasi. Hal ini mempertegas bahwa setiap perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 

1338 KUH Perdata, dan jika terjadi pelanggaran, maka pihak yang dirugikan 

berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. 

Putusan ini juga mempertegas bahwa perjanjian jual beli rumah bukan 

hanya sebatas kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga melahirkan 

kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Jika salah satu pihak mengingkari 

perjanjian tersebut, selain menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain, juga 

dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum dan 

keadilan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan sebagai tempat 

penyelesaian sengketa memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban, 

memberikan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum. 

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak 

hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak, tetapi juga menjadi pedoman 

bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membuat dan melaksanakan 

perjanjian, terutama dalam transaksi jual beli rumah yang melibatkan aset bernilai 

tinggi. Putusan ini memberikan pelajaran bahwa wanprestasi tidak hanya 

berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga berakibat pada sanksi hukum bagi 

pihak yang ingkar janji. Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi acuan bagi 

hakim dalam menangani perkara serupa di masa mendatang, sehingga dapat 

menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum dan menjamin kepastian 

hukum bagi seluruh warga negara. 

 

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2058 K/Pdt/2019 

tentang wanprestasi perjanjian jual beli rumah mencerminkan penerapan prinsip 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan ini juga 

memperlihatkan bahwa hukum perdata di Indonesia telah memberikan mekanisme 

perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan menegaskan bahwa setiap perjanjian 
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yang dibuat dengan sah harus dipenuhi. Selain memberikan keadilan bagi pihak 

penggugat, putusan ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa 

hukum memiliki sanksi tegas bagi pihak yang dengan sengaja atau lalai tidak 

memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian. 
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